
IDENTIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 
PPID OPD.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

 

NO 

INFORMASI (BERISI 
INFORMASI TERTENTU 

YANG AKAN 
DIKECUALIKAN) 

DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI 

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK 

(BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA) 
JANGKA WAKTU 

(DISEBUTKAN JANGKA 
WAKTUNYA) DIBUKA DITUTUP 

1 2 3 4 5 6 

1 Jadwal & Target operasi pekat 
dan Lintas Kab/Kota serta 
operasi perbatasan Provinsi   

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a : 
  

- Informasi public yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
pemohon informasi public dapat menghambat proses 
penegakan hukum, yaitu informasi yang di dapat 
menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu 
tindak pidana  

  

1. Menghindari adanya oknum yang 
bertujuan membocorkan informasi 
pelaksanaan operasi. 

2. Memaksimalkan capaian target 
operasional. 

3. Keamanan bagi petugas operasional 
lapangan. 

4. Efeketifitas giat deteksi dini/intelejen 
di lapangan.  

1. Terhadap target operasi 
yang terjaring masih dalam 
status praduga tak 
bersalah, hingga 
dinyatakan bersalah oleh 
siding tipiring  

2. Perlindungan saksi  

Terbatas sampai dengan 
operasi dan siding selesai. 

2  Jadwal pengamanan pejabat 
penting & jadwal pengamanan 
kegiatan strategis  

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf c 
 
- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan 

kepada pemohon informasi public dan dapat 
membahayakan pertahanan dan keamanan negara 
yaitu,  

 
- Informasi tentang strategi, intelijen,operasi, taktik dan 

Teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem 
pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap 
perencanaan,pelaksanaan dan pengakhiran atau 
evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan 
luar negeri.  

  

1. Menghidari gangguan trantibum saat 
kunjungan pejabat penting  

2. Mengganggu Teknik intelejen dan 
informasi perjalanan pejabat penting 
sebagai laporan informasi (LI) aparat 
terkait dalam rangkaian pengamanan 
tertutup. 

3. Mengganggu keamanan pejabat  

1. Informasi Pejabat Negara 
bagian Rahasia Negara 
sebagai hasil tindak lanjut 
rakorpam. 

 

Terbatas sampai kegiatan 
selesai.. 

3 Pengelolahan Mineral dan 
batubara  

Pasal 17 Huruf UU No. 14 Tahun 2008   1. Menghambat proses penyelidikan 
dan penyidikan suatu tindak pinda. 

2. Mengindari adanya pemerasan oleh 
oknuim kepada pelanggar. 

3. Menghambat proses penegakan 
perda oleh satpol PP. 
  

1. Memperlancar dalam 
proses penegakan perda. 

Terbatas sampai dengan 
proses penegakan perda 
selesai. 

4 Data Pribadi Pegawai  Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 
(dapat mengungkap rahasia pribadi)   

1. Dapat mengungkap rahasia data 
pribadi data pegawai. 

1. Menjamin kerahasiaan data 
pribadi pegawai.  

Sampai pihak yang 
rahasianya diungkap 
memberikan persetujuan 
tertulis  
  



      

NO 

INFORMASI (BERISI 
INFORMASI TERTENTU 

YANG AKAN 
DIKECUALIKAN) 

DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI 

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK 

(BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA) 
JANGKA WAKTU 

(DISEBUTKAN JANGKA 
WAKTUNYA) DIBUKA DITUTUP 

1 2 3 4 5 6 

5 MoU/SPK yang masih dalam 
proses  

Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat 
badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya 
dirahasiakan)  Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No. 
54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah)  

1. Belum ada jaminan penerapan SPK. 1. Untuk melindungi proses 
penyusunan SPK. 

Selama Undang-Undang 
Membatasi untuk 
dirahasiakan atau tidak 
diungkapkan kepada publik 
Selama proses pengadaan 
barang/jasa 

6 Nota Dinas  Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat 
badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya 
dirahasiakan)   

1. Belum ada jaminan kepastian isi 
dokumen dalam nota dinas. 

1. Dapat melindungi proses 
koordinasi, konsultasi 
selama dalam proses 
pengambilan keputusan. 

Selama Undang-Undang 
Membatasi untuk 
dirahasiakan atau tidak 
diungkapkan kepada publik  
  

8 Berkas Perkara 
(BAP perlanggaran 
perda,Identitas pelanggar 
perda,Alat Bukti)  

Melindungi kerahasiaan dokumen/UU No. 14 Th. 2008 
tentang KIP pasal 17 huruf a dan j.  

1. Dapat menghambat proses 
penanganan perkara 

2. Dapat membuka rahasia bagi 
perkara yang belum diputus. 

1. Dapat membantu 
Kelancaran proses 
penyelesaian perkara . 

2. Melindungi rahasia bagi 
yang berperkara.  

Sampai dengan 
persidangan.  

 9 Rencana giat  
(Operasi/Pengamanan) 

UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j   1. Dapat menghambat kegian 
(operasi/pengamanan) guna 
terciptanya ketentraman dan 
ketertiban  

1. Kelancaran kegian (operasi 
/pengamanan) guna 
terciptanya ketentraman 
dan ketertiban 
  

Sampai pelaksanaan giat   

10 Identitas ASN SATPOL PP 
yang mengajukan ijin 
perceraian 
  

UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h 1. Mengungkap data pribadi PNS 
Melanggar HAM.  

1. Melindungi data pribadi 
PNS yangbersifat rahasia 

30 Tahun 

11 Proses nilai SKP (Sasaran 
Kinerja Pegawai) ASN Satpol 
pp 

UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i 
PP no.10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan 
pekerjaan PNS pasal 6  

1. Mengungkap data pribadi PNS 
Melanggar HAM 

1. Mengungkap data pribadi 
PNS Melanggar HAM 

30 Tahun 

12 Data rekam medis ASN Satpol 
pp 

UU no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit UU no 29 tahun 
2004 entang Praktek Kedokteran pasal 47 UU no 14 tahun 
2008 pasal 17 Permenkes RI no 
269/MENKES/PER/III/2008 pasal 12 dan 13   

1. Mengungkap data pribadi PNS 
Melanggar HAM 

1. Mengungkap data pribadi 
PNS Melanggar HAM 

30 Tahun 

13 Arsip Satpol pp yang menurut 
sifatnya rahasia 

UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i 1. Merugikan proses penyusunan 
kebijakan karena pengungkapan 
yang bersifat prematur 

1. Melindungi kerahasiaan 
dokumen 

Selama masih digunakan 
dan berlaku  

      



      

NO 

INFORMASI (BERISI 
INFORMASI TERTENTU 

YANG AKAN 
DIKECUALIKAN) 

DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI 

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK 

(BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA) 
JANGKA WAKTU 

(DISEBUTKAN JANGKA 
WAKTUNYA) DIBUKA DITUTUP 

1 2 3 4 5 6 

14 Identitas Pelapor & Isi 
Laporan 
dugaan praktek korupsi 

- UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a 
angka 2 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi 

1. Mengungkapkan identitas informan. 
2. Mengungkapkan identitas pelapor, 

saksi, dan/atau korban yang 
mengetahui adanya tindak pidana 
korupsi.  

1. Melindungi pelapor 30 Tahun 

15 Proses Laporan Keuangan - PP Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah  

- Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/ 2008 
Tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah  

- Peraturan Menpan NomorPER/05/M.PAN/03/ 2008 
Tentang  Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah 
  

1. Menghambat kesuksesan kebijakan 
karena adanya pengungkapan 
secara prematur 

1. Membantu Badan Publik 
dalam mencapai 
keberhasilan pelaksanaan 
kebijakan 

Sampai menjadi 
Laporan Hasil 
Pemeriksaan 

16 Identitas tersangka / Pelanggar 
anak (usia di bawah 18 tahun ) 
  

Pasal 64 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak  

Membahayakan bagi anak dari ancaman 
diskrimnasi pihak yang tidak 
bertanggungjawab 

Melindungi anak dari ancaman 
diskrimnasi pihak yang tidak 
bertanggungjawab 

 

17 Wajah tersangka / pelanggar 
Anak  
  

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  Membahayakan bagi anak dari ancaman 
diskrimnasi pihak yang tidak 
bertanggungjawab 

Melindungi anak dari ancaman 
diskrimnasi pihak yang tidak 
bertanggungjawab  

 

18 Nama Sekolah asal tersangka 
anak  

Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP  
  

Merugikan pihak sekolah Menjaga nama baik sekolah 
 

19 Wajah tersangka/ pelanggar 
penyakit masyarakat 
(WTS,Pengemis,dll) 

Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP  
 

Akan membahayakan pelaku pelanggaran 
dari adanya upaya pihak lain untuk 
memanfaatkan situasi yang diduga akan 
digunakan pemerasan  

Melindungi adanya upaya pihak 
lain memanfaatkan situasi yang 
diduga akan digunakan 
pemerasan  

 

 
Lumajang,   Oktober 2018 

 
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN LUMAJANG 
 
 

Drs. BASUNI 
NIP. 19620717 198512 1 001 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


